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ABSTRAK 
 
 

Judul Skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara” (Studi Analisis Pada 
Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI). Penelitian 
ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Apa fungsi dan tugas TNI sebagai alat 
pertahanan negara menurut pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004? 
Bagaimana kebijakan TNI dalam menjaga kedaulatan negara? Bagaimana analisis 
fiqih siyasah terhadap TNI sebagai alat pertahanan negara? Skripsi bertujuan untuk 
mencari titik temu konsep fiqih siyasah dalam masalah pertahanan negara (amir 
jihad) dengan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Undang-Undang No. 34 
Tahun 2004 pasal 6 dan 7, yang keduanya sama-sama tugas menjaga keamanan 
negara. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknis studi 
dokumen yakni, menghimpun data yang berasal dari buku-buku fiqih siyasah dan 
Undang-Undang yang berkaitan. Jenis data yang telah dikumpulkan dianalisis 
dengan menggunakan diskriptif analisis dengan logika induktif yakni analisis pada 
konsep fiqih siyasah (Amir jihad) dan Undang-Undang TNI pasal demi pasal, dan 
kemudian dianalisis sehingga ditemukan sebuah pemahaman yang bersifat umum 
yakni substansi dari Undang-Undang TNI sehingga ditemukan titik temu dengan 
konsep fiqih siyasah atau amir jihad dalam Islam. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Fungsi dan tugas TNI adalah 
berfungsi sebagai alat pertahanan negara, yaitu; penangkal terhadap setiap bentuk 
ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, Penindak terhadap setiap 
bentuk ancaman ancaman bersenjata, menjaga kedaulatan negara, dan pemulih 
terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dan 
bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 
keutuhan bangsa dan negara. 2) kebijakan TNI dalam menjaga kedaulatan negara 
adalah menjalankan hasil keputusan politik Negara. 3) Analisis fiqih siyasah terhadap 
Tentara Nasional Indonesia adalah, mempunyai titik kesamaan antara konsep fiqih 
Siyasah (Amir jihad) dengan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan 
negara hanya saja TNI beridiologi pada Pancasila dan fiqih siyasah berideologi pada 
Islam (Al-Qur’an dan Hadist). 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan pada Tentara Nasional 
Indonesia sebagai alat pertahanan negara berpegang teguh terhadap idiologi negara 
yaitu pancasila demi terciptanya kedaulatan bangsa dan negara. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
 

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 
 

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian 
dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian 
lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut : 
 

ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa s\ Es (dengan titik di atas) ث

  Jim j Je ج

 Ha h} Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan Ha خ

  Dal d De د

 Zal z\ Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad s} Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d} De (dengan titik di bawah) ض

 Ta t} Te (dengan titik di bawah) ط

 Za z} Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik (di atas) ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق
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 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya  y Ya ي
2. Vokal tunggal atau moNoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan 
huruf sebagai berikut : 
a. Tanda fathah  dilambangkan dengan huruf  a, misalnya jahadah. 
b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf  i, misalnya fi’il. 
c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya fard}u. 

3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan gabungan huruf sebagai berikut : 

a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya 

Syawkaniy. 

b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya 

Zulh{ayliy. 
4. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan 
horisontal) di atasnya, misalnya majhu>d. 

5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya Mutat}awwi’ah, ummah. 

6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-la>m, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai 
dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda 
sempang sebagai penghubung. Misalnya an-Naysabury, al-maqs}u>d. 

7. Ta>’ marbu>tah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan 
Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta>’ marbu>tah  yang hidup 
dilambangkan dengan huruf  “t”, misalnya rahmah 

8. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasinya huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya bai’at, fuqaha>’. Sedangkan 
di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya 
amir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan pasal I Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang 

pertahanan negara, segala susaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, 

keutuhan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik  Indonesia dan 

keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara.1 

Pada pasal satu bagian ke 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang 

sistem pertahanan negara adalah pertahanan yang bersifat semesta yang 

melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, 

serta di persiapkan secara dini oleh pemerintah dan di selenggarakan secara 

total terpadu, kedaulatan terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk 

menegakkan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, negara Republik 

Indonesia dan melindungi segenap bangsa dari setiap ancaman.2 

Kemudian pada pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 disebutkan 

tentang kedudukan dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI): 

                                                       

1 Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun, 2003 
(Bandung:fokusmedia 2003) h.3 

 2 Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 
(Bandung:fokusmedia 2004) h.4 
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2

1. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan 
negara. 

2. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari angkatan darat, angkatan 
laut, dan angkatan udara. 

3. Tentara Nasional Indonesia melaksanakan kebijakan untuk; 
a. Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah 
b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa 
c. Pelaksanakan oprasi militer selain perang 
d. Ikut setra secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian 

regional dan Internasional.3 
 

Dalam penyerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) berkedudukan dibawah kekuasaan presiden, sedangkan didalam 

kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah 

kordinasi departemen pertahanan.  

Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategi yang 

meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, 

pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya Nasional, serta pembinaan 

teknologi industri pertahanan yang diperoleh TNI dan komponen pertahanan 

lainnya.4 

Sedangkan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang 

berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militan 

berada pada panglima TNI dengan dibantu para kepala staf angkatan. Dan 

kebijakan juga disebutkan dalam pasal 4 ayat I Undang-Undang Republik  

                                                       

3 Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 
(Bandung:fokusmedia 2002) h. 10 

4  www.google.com (Kebijakan TNI) Akses pada tanggal 29 Juli 2009 
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3

Indonesia No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa TNI itu terdiri dari Angkatan 

Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU). Yang melaksanakan 

tugasnya secara metra atau gabungan dibawah panglima. Kemudian di dalam 

ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap angkatan sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (I) itu mempunyai kedudukan yang sama dan sederajad.5 

Sedangkan fungsi TNI itu berperan sebagai alat pertahanan negara, 

artinya, TNI berperan aktif dalam menangkal dan mencegah terhadap sistem 

bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam terhadap 

kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan juga sebagai 

penindak tehadap setiap bentuk ancaman tersebut. 

Selain fungsi, TNI harus melaksanakan tugas yang telah diperintah oleh 

kesatuannya yaitu: setiap anggota TNI harus menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang 

berdsarka pada Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik  

Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa 

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 

negara. 

Selain itu TNI juga mempunyai tugas menjaga pertahanan negara dan 

bangsa ini bukan Cuma dari ancaman yang datang dari luar negeri saja tetapi 

                                                       

5 Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang No. 34 Tahun 
2004(Bandung: fokusmedia 2004) h.7 
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tugas TNI juga harus menjaga pertahanan bangsa dan negara ini dari ancaman 

yang datang dari dalam negeri itu sendiri, dan semua ini merupakan tugas-

tugas dari pertahanan negara, yaitu TNI sebagai alat pertahanan negara.6 

Dalam tinjauan Fiqh Siyasah pertahanan negara atau TNI ini masuk pada 

pembahasan Amir jihad. Artinya amir jihad adalah orang yang diangkat oleh 

khalifah untuk menjadi pemimpin yang berhubungan dengan luar negeri, 

militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian.  

Hanya saja disebut dengan Amir Jihad adalah karena keempat hal 

tersebut merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan jihad. Bidang 

luar negeri misalnya: baik dalam penentuan perang maupun damai, semuanya 

ditentukan berdasarkan kepentingan Jihad, di dalam bidang militer senantiasa 

berhubungan langsung dengan pasukan yang dipersiapkan untuk berjihad. 

Begitu pula masalah pembentukannya, persiapan dan mempersenjatainya. 

Sedangkan bidang keamanan dalam negeri berfungsi untuk menjaga dan 

melindungi negara, menjaga stabilitas nasional, melindungi terjadinya 

pembangkangan (bugat) terhadap negara dan bangsa.7 

Maka dari itu latihan militer atau tentara hukumnya wajib, sehingga tiap 

laki-laki muslim dan telah menginjak usia 15 Tahun hukumnya wajib. Dengan 

                                                       

6 Ibid.h. 8 
7 Abdul Qadim Zullum, Sistem Pemerintahan Islam, (Jakarta:Al-Izzah,Tt.)h.171 
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tujuan persiapan jihad, sedangkan latihan tentara itu fard}u kifayah. 

Berdasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Anfa>l: 39 

 يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ فَإِنَّ انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ كُلُّهُ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ كُونَتَ لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ
 بَصِيرٌ

 
Artinya: Dan perangilah mereka itu, supaya jangan ada fitnah dan 

supaya agama itu semata-mata untuk Allah.8 
 

Di dalam jihad itu ada juga tentang klasifikasi pasukan, artinya di dalam 

jihad itu ada dua bagian pasukan yaiyu: 

1. Pasukan Murtaziqah, adalah prajurit ini secara resmi gajinya telah 

ditetapkan dalam anggaran belanja negara, mereka dipersiapkan secara 

khusus untuk mempertahankan negara dengan menghalau musuh-musuh 

yang datang dari luar dan akan menduduki negara.  

2. Pasukan Mutat}awwi’ah, adalah setiap orang Islam yang mampu 

mengangkat senjata untuk berperang, dan kelompok ini dijadikan sebagai 

cadangan apabila sewaktu-waktu keadaan negara dalam bahaya, dan 

kelompok ini tidak saja terdiri dari laki-laki saja, tetapi perempuan dan 

anak-anak. 

 

                                                       

8 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.181 
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Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan 

dalam penulisan skripsi ini sejauh mana konsep dalam Fiqh Siyasah (Amir 

jihad) terhadap ketentuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sesuai dengan 

judul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara (Studi Analisis Pada Pasal 6 dan 

Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI)”, Untuk lebih 

fokusnya kajian ini maka dirumuskan sebagai berikut: 

 

B. Rumusan Masalah 

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan kajian 

pustaka ini sebagai berikut: 

1. Apa fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara menurut pasal 6 

dan pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004? 

2. Bagaimana kebijakan TNI dalam menjaga kedaulatan negara? 

3. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap TNI sebagai alat pertahanan 

negara? 

 

C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian yang sudah pernah 

dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian 

yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi 
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dari kajian-kajian terdahulu.9 Antara lain skripsi yang telah ditulis oleh Hustika 

Karmila. Tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Medical Cek Bagi Calon 

Istri Anggota TNI”. skripsi ini lebih fokus terhadap hasil tes kesehatan yang 

dilakukan oleh calon istri anggota TNI. 

Sedangkan skripsi yang penulis susun berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah 

Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan 

Negara (Studi Analisis Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 

Tahun 2004 Tentang TNI)”. 

Jadi skripsi ini pada intinya membahas tentang bagaimana tinjauan atau cara 

pandang Fiqih Siayah terhadap Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. 

Maka menurut penulis, penelitian ini layak untuk di telaah dan di kaji lebih dalam 

lagi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam skripsi yang 

ingin dicapai adalah:  

1. Untuk memahami fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara 

menurut pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. 

2. Untuk memahami kebijakan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. 

                                                       

9. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Petuntuk Teknis Penulisan Skripsi, h. 7 
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3. Untuk memahami pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran dan fungsi TNI 

sebagai alat pertahanan negara menurut pasal 6 dan pasal 7 Undang-

Undang No. 34 Tahun 2004. 

 
E. Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini 

dapat memberikan kegunaan antara lain: 

1. Secara teoritis, diharapkan berguna sebagai pengembangan khazanah 

intelektual organik dalam penetapan hukum Islam.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman 

oleh para praktisi hukum dalam memutuskan suatu perkara hukum di 

pengadilan agama maupun dalam memberikan fatwa hukum pada sosial 

masyarakat.  

 

F. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah 

pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis 

memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

sebagai alat pertahanan negara” (Studi Analisis pada pasal 6 dan pasal 7 

Undang-UndangNo. 34 Tahun 2004 Tentang TNI).  
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Tinjauan Fiqih Siyasah  : Cara pandang terhadap orang yang 

diangkat oleh khalifah untuk menjadi 

pemimpin yang berhubungan dengan 

luar negeri, militer, keamanan dalam 

negeri dan perindustrian yaitu Amir 

Jihad. 

Fungsi dan tugas TNI pasal 6 

dan pasal 7 UU. No. 34 Thn 

2004 : Penangkal terhadap setiap bentuk 

ancaman Tentara dan ancaman 

bersenjata dari luar dan dalam negeri 

terhadap kedaulatan, keutuhan 

wilayah, dan keselamatan bangsa, 

Penindak terhadap setiap bentuk 

ancaman bersenjata, menjaga 

kedaulatan negara, dan Pemulih 

terhadap kondisi keamanan negara 

yang terganggu akibat kekacauan 

keamanan. Dan bertugas menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
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Republik  Indonesia (NKRI) yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar (UUD) Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1945, 

serta melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dari 

ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara. 

Kebijakan TNI : Menjalankan hasil keputusan politik 

negara 

Konsep Fiqh Siyasah Terhadap  

UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang  

TNI pasal 6 dan pasal 7 : Sama-sama menjaga kedaulatan 

negara hanya saja TNI berideologi 

pada Pancasila dan Fiqh Siyasah 

berideologi pada Islam (Al-Qur’an 

dan Hadist). 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara” (Studi Analisis 

Pada Pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang 

TNI)”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Dan tahapan-tahapan10 

dalam metode penelitian ini adalah:  

1. Data Yang Di Kumpulkan  

a. Mengenai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 pasal 6 dan pasal 7 

tentang TNI. 

b.  Kebijakan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. 

c. Mengenai pandangan Fiqh Siyasah terhadap fungsi dan tugas TNI 

sebagai alat pertahanan negara menurut pasal 6 dan pasal 7 Undang-

Undang No. 34 Tahun 2004. 

 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber data primer adalah Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 

pasal 6 dan pasal 7. 

                                                       

10 Burhan Bungin, “ Metode Penelitian Kualitatf ” (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2006 ) h. 65  
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b. Sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan langsung 

dengan masalah fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara 

menurut pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 

dengan Fiqh Siyasah Buku-buku tersebut antara lain:  

1. Mahadjir Effendi, “Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI, 

UMM Pers, Tahun 2008”. 

2. Mahadjir Effendi, “Sekitar Kebangkilan Kembali TNI, UMM 

Pers, Tahun 2003 

3. Amin Widodo, “Fiqh Siyasah dalam hubungan internasioal. Pt 

Tiara Wacana Yogya. Tahun 1994”. 

4. Debby M Nasution “ Kedudukan Militer Dalam Islam” PT Tiara 

Wacana Yogya. 

5. Imam Yahya, “Tradiasi militer alam Islam, logung pustaka”  

6. Abdul Qadim Zullum, “Sistem Pemerintahan Islam, Al-Izah”.  

7. Sayyid Sabiq juz 3 (Beirut Dar al-fikr, 1983). 

8. Wahbah Zuhaili, As|ar Al-Harb Fi Al-fiqh Al-Islam Dirasah 

Muqaranah (Damaskus: Dar Al-Fikr, Tt) 

9. Taufiq Ali Wahbah, Al-Jiha>d Fi Al-Islam (Riyadz: Dar Al-Liwa, 

1981). 

10. Ali Yasir, Jihad Masa Kini, Darul Kutubil Islamiyah Jakarta. 
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11. Muhammad Jamaluddin Mahfud, Al-Askariyah Al-Isla>miyah Wa 

Nahd}atunah Al-Had}ariyah,(Mesir Tt) 

 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik yang 

sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik 

studi dokumen11 yakni: peneliti akan mencari data mengenai variabel yang 

berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara 

menghimpun data, yang berasal dari buku-buku atau kitab, dan sumber data 

yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

 

4. Teknik Analisis Data. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian 

terhadap Tinjuan Fiqh Siyasah Terhadap tugas Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) sebagai alat pertahanan negara (Studi Analisis Pada Pasal 6 dan 

Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis12, yaitu memaparkan data tentang konsep Fiqh Siyasah 

dan tugas Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai alat pertahanan negara 

                                                       

11 Bahtiar Harsya, “Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian” (Jakarta, PT. Gramedia, 
1986) h. 108  

12 Yusuf Iriyanto, “Metode Pengumpulan Data Dan Kasus Penelitian” (Jakarta, PT. Grafindo 
Persada, 2006) h. 63 
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yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara 

ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang 

terkumpul kemudian disusun dan di analisis untuk diambil kesimpulan 

dengan menggunakan logika induktif. 

Logika induktif adalah analisis pada data-data yang bersifat khusus 

yaitu pada pasal-pasal tentang Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai alat 

pertahanan negara dan konsep Fiqh Siyasah, kemudian dianalisis sehingga 

ditemukan pemahaman atau titik temunya. 

 
H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang masing-masing 

babnya terdiri atas sub-sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistimatika 

sebagai berikut:  

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah Tentara dalam 

Fiqh Siyasah yang meliputi; pengertian Fiqh Amir jihad dalam Fiqh Siyasah, 

landasan amir jihad dalam Fiqh Siyasah, dan konsep Fiqh Siyasah tentang amir 

jihad. 
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Bab ketiga, yang berisi mengenai sejarah Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) dengan tugas dan macam-macam Tentara Nasional Indonesia (TNI), 

kebijakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Bab empat, dalam bab ini dikemukakan analisa penulis tentang pandangan 

konsep Fiqh Siyasah terhadap tugas TNI (pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang 

No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI). 

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TERMINOLOGI AMIR JIHAD DALAM FIQIH SIYASAH  

 

A. Pengertian Amir Jihad Fiqih Siyasah 

Kata jihad adalah mashdar fi’il ruba>’i dari jahadah mengikuti wazan fi’a>l 

yang bermakna mufa’alah (saling melakukan dari dua pihak).1 

Dalam kitab Al-Nasa>bu>ry dinyatakan, “yang benar”, jihad itu 

mengerahkan al-majhu>d (seluruh kemampuan) untuk memperoleh al-maqs}u>d 

(tujuan).2 

Amir jihad adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi 

pemimpin yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan dalam 

negeri dan perindustrian.  

Hanya saja disebut dengan amirul jihad adalah karena keempat hal 

tersebut merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan jihad. Bidang 

luar negeri misalnya: baik dalam penentuan perang maupun damai, semuanya 

ditentukan berdasarkan kepentingan jihad, di dalam bidang militer senantiasah 

berhubungan langsung dengan pasukan yang dipersiapkan untuk berjihad. 

Begitu pula masalah pembentukannya, persiapan dan mempersenjatainya. 

Sedangkan bidang keamanan dalam negeri berfungsi untuk menjaga dan 

                                                       

1 Mohammad Khair, Haekal, Al- Jihad Wa Al- Qitaal, juz 1,h.38 
2 An-Naisabuuri, Tafsir An-Naysabury, juz XI,h.126 
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melindungi negara, menjaga stabilitas nasional, melindungi terjadinya 

pembankangan (bugat) terhadap negara dan bangsa. 

Sedangkan dibidang perindustrian, berfungsi untuk meningkatkan 

produksi persenjataan serta perlengkapan tempur pasukan dalam rangka 

berjihad. Karena itu semua bidang tersebut merupakan bidang yang 

berhubungan secara langsung dengan jihad. Dari sinilah, sebenarnya mengapa 

dia disebut amir jihad. 3 

Departemen yang ditangani amir jihad itu terdiri dari empat departemen, 

yaitu: 

1. Departemen luar negeri. 

2. Departemen kemiliteran 

3. Departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri 

4. Departemen perindustrian 

Kesemuanya ini diatur dan di pimpin oleh Ami>rul jihad. 

Jihad adalah metode oprasional (T{ariqah) yang ditetapkan oleh Islam 

untuk mengemban dakwah Islam keluar negeri. Mengemban dakwah 

merupakan aktivitas pokok negara Islam, setelah negara Islam berhasil 

menerapkan Hukum-hukum Islam ke dalam negeri. Oleh karena itu hukum-

hukum jihad mencakup hukum-hukum perang dan damai, genjatan senjata dan 

                                                       

3 Abdul Qodim Zullum, Sistem Pemerintahan Islam, Jakarta: Al-Ihzah.h.171 
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perundingan. Juga meliputi hukum-hukum luar negeri dan negara-negara serta 

kekuatan-kekuatan lain.  

Hukum-hukum jihad juga mencakup hukum-hukum tentara, persiapan 

dan pelatihannya, kepemimpinan, panji dan benderanya. Juga mencakup 

tentang persenjataan tentara, peningkatan kuantitas dan kualitas persenjataan 

melalui industri kemiliteran. Dengan semuanya itu memungkinkan adanya 

kesiapan untuk menggentarkan musuh, termasuk musuh dalam selimut, juga 

mencakup hukum-hukum tentang pengakuan terhadap sistem didalam negeri, 

Hukum untuk mencegah timbulnya geraka sparatis, yang datang dari dalam 

dan luar negeri.4 

Tentara adalah salah satu kelompok professional yang harus dimiliki oleh 

negara. Tentara terdiri kelompok orang yang terorganisasi dengan disiplin 

untuk melakukan pertempuran yang tentunya berbeda dengan kelompok orang-

orang sipil.5 Mereka adalah orang pilihan yang secara materiil digaji oleh 

negara dan dipersipkan hanya untuk bertempur dan memenagkan peperangan 

guna mempertahankan eksistensi sebuah negara. 

Pada masa kelasik sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab belum 

mengenal militer, namun sekelompok manusia yang dipersiapkan untuk 

mengusir musuh belum ditemukan, peperangan yang mereka lakukan bersifat 

                                                       

4 Ibid.172 
5 Amos Perlmutter, Militer dan Politik (Jakarta:PT Raja Grafindo Utama, 1984),h.4 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

19

sporadic dan temporer sehingga kreteria militer atau tentara belum ditemukan 

seperti yang kita kenal sekarang. 

Dalam Islam tentara itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Tentara Murtaziqah adalah tentara yang secara resmi diberikan gaji tetap 

oleh negara. Mereka dipersiapkan secara khusus untuk mempertahankan 

negara dengan menghalau musuh-musuh yang datang dari luar dan akan 

memduduki negara.  

Tentara ini secara resmi digaji oleh negara dan pos pertahanan dan 

keamanan. Sebagai konsekuensinya mereka harus selalu siap setiap saat 

untuk berperang apabila negara dalam keadaan bahaya, gaji sebagai 

tentara adalah sah, karena jasa yang telah diberikan kepada negara.6 

Upaya penyelenggaraan sistem pertahanan negara memerlukan suatu 

upaya dari lapisan masyarakat dengan mengikutsertakan semua stake 

holders yang terkait:   

a. Pemerintah sebagai fungsi penyelenggara pemerintah di bidang 

pertahanan. 

b. Lembaga-lembaga masyarakat dan setiap warga negara yang 

mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. 

Di tinjau dari sudut pandang dan pendekatan Development Studies, 

pertahanan dapat digolongkan sebagai Public Goods, karena pertahanan 

                                                       

6 Imam Yahya, Tradisi Militer Dalam Islam (Jogjakarta: Lagung pustaka, TT),h. 45 
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tidak disediakan oleh sektor pribadi. Walaupun ada yang disebut bayaran, 

tentunya bertentangan dengan misi utama negara Madinah. Dimana 

negara Islam didukung oleh konsep ummah7 yang menghargai 

kebersamaan dan kebhinekaan.  

Sistem pertahanan negara adalah suatu sistem yang berdasarkan 

Undang-Undang untuk menyelenggarakan pertahanan negara, melalui 

suatu kebijakan pertahanan yang ditetapkan untuk melakukan upaya 

nasional secara terpadu dan terus menerus dengan melibatkan segenap 

unsur dan potensi agar dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan nasional 

dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara Islam. 

2. Tentara Mutat}awwi’ah, adalah tentara semesta atau tentara sukarela, jadi 

setiap orang Islam yang mampu mengangkat senjata untuk berperang, dan 

kelompok ini dijadikan sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu keadaan 

negara dalam bahaya, dan kelompok ini tidak saja terdiri dari laki-laki 

saja, tetapi terdiri dari perempuan dan anak-anak. 

Mereka memasuki kelompok tentara ini atas dasar kesadaran dan 

kemauannya sendiri, dalam rangka ikut serta mempertahankan negara dari 

pasukan asing. 

Kalau tentara Murtaziqah dianggarkan oleh negara, sedangkan 

tentara Mutat}awwi’ah ini tidak ada anggaran rutin, jaminan kehidupannya 

                                                       

7 Ibid, h. 46 
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itu diambilkan dari dana Bait al-ma>l yang menjadi hak fi} sabilillah, yakni 

orang yang berjuang di jalan Allah SWT.  

 

B. Landasan Amir Jihad dalam Fiqih Siyasah 

Allah SWT telah memuliakan kaum muslimin dengan mengemban risalah 

Islam ke seluruh dunia. Serta memberikan ketentuan kepada mereka tentang 

bagaimana metode pengembangannya. Yaitu dengan dakwah dan jihad sebagai 

salah satu kewajiban bagi mereka. 

Karena itu latihan tentara hukumnya wajib. Sehingga tiap-tiap laki-laki 

muslim dan telah menginjak usia 15 tahun hukumnya wajib untuk latihan 

tentara atau militer dalam rangka persiapan jihad. Sedangkan hukum wajib 

militer adalah fard}u kifayah. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Anfa>l 

ayat 39, yang berbunyi: 

 يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ فَإِنَّ انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ كُلُّهُ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ

 بَصِيرٌ

 
Artinya: Dan perangilah mereka itu, supaya jangan ada fitnah dan 

supaya agama itu semata-mata untuk Allah.8 
 

Ketika perang membutuhkan latihan (pendidikan) militer sehingga 

memungkinkan dengan latihan yang telah dilakukan tersebut sudah memenuhi 

                                                       

8 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.181 
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tuntutan yang diminta oleh syara’ yakni agar bisa melepaskan diri dari 

cengkraman musuh serta melakukan penaklukan terdahulu dari negeri-negeri 

lain. Maka latihan tersebut hukumnya menjadi wajib sebagaimana hukumnya 

jihad  

Karena itu, perintah perang tersebut meliputi perintah untuk latihan 

sebab perintah tersebut adalah perintah umum. “Dan perangilah mereka” yaitu 

perintah untuk berperang serta hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan 

berperang. Lebih dari itu Allah juga berfirman (al-Anfa<l: 60)  

 وَآخَرِينَ كُمْوَعَدُوَّ اللّهِ عَدْوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الخَيْلِ رِّبَاطِ وَمِن قُوَّةٍ مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ

 وَأَنتُمْ إِلَيْكُمْ يُوَفَّ اللّهِ سَبِيلِ فِي شَيْءٍ مِن تُنفِقُواْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ اللّهُ تَعْلَمُونَهُمُ لاَ دُونِهِمْ مِن

  تُظْلَمُون لاَ

 
Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja 

yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk 
berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan 
musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang 
kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa 
saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan 
dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 
(dirugikan).9 

 

                                                       

9  Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.184 
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Peperangan yang diwajibkan dalam al-Qur’an bisa jadi membawa 

kesejahteraan atau kebahagiaan, apabila kita mau melihat konteks dan latar 

belakang disyari’atkannya peperangan 10  

Ayat peperangan yang pertama kali turun adalah menyatakan bahwa 

peperangan di perbolehkan memenuhi beberapa persaratan. 

1. Karena kaum muslimin dianiaya atau mempertahankan diri,  

2. Menjalankan agama  

3. Kebebasan agama yang terampas11 

 
Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 39-40, yang berbunyi: 

 لَقَدِير مْنَصْرِهِ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ أُذِنَ

 
Artinya:“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, 

karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya 
Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu” 12 

 

Pada posisi teraniaya siapapun dan dimanapun seseorang akan berdimensi 

kemanusiaan. Maka disinilah agama Islam merupakan agama yang penuh 

rahmah bagi seluruh umat manusia. 

Secara riil, peperangan itu pada dasarnya membinasakan nyawa manusia, 

namun dalam jihad ini posisi perang yang disyari’atkan adalah dalam rangka 

                                                       

10 Imam yahya, “Tradisi meliter dalam Islam, (Jakarta: Logung Pustaka, tt )h.66 
11 Afzalur Rahman, “Muhammad as a military leader, terj. Muhammad sebagai Pemimpin 

Militer, (Jakarta: YAPI, 1990) h.24-25   
12 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.337 
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memperahankan diri. Dengan demikian perang ditegakkan agar tidak terjadi 

pertumpahan darah yang lebih banyak diantara umat yang bertikai.13 

Dan didalam surat al-Ba>qarah ayat193 berbunyi: 

  الظَّالِمِينَ عَلَى إِلاَّ عُدْوَانَ فَلاَ انتَهَواْ فَإِنِ لِلّهِ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لاَ حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ

 
Artinya: Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan Kami 

tentang Allah, Padahal Dia adalah Tuhan Kami dan Tuhan 
kamu; bagi Kami amalan Kami, dan bagi kamu amalan kamu 
dan hanya kepada-Nya Kami mengikhlaskan hati,( QS.Al-
Baqarah:193)14 

 

Apabila telah memenuhi alasan-alasan dasar diperbolehkannya perang 

dalam Islam yakni, ketika orang Islam didzalimi atau diusir dari kampung 

halaman mereka maka mereka diperbolehkan untuk melaksanakan perang.15  

 

C. Konsep Fiqih Siyasah Tentang Amir Jihad 

Dalam konteks militer atau tentara disebuah negara dimana al-Qur’an 

sebagai konstitusi umat Islam maka dibatasi tiga hal utama yaitu,  

a. Konstitusi memperbolehkan jihad atau peperangan, membela negara 

Islam dari serangan negara lain,  

b. Membebaskan orang dari segala jenis kekuasaan yang menindas, dan 

menyeru manusia kepada Islam  
                                                       

13 Wahbah Zuhaili, Atsar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islami Dirasah Muqaramah,(Damascus, Dar 
Al-Fikr,Tt),h.48 

14 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.21 
15 Imam Yahya, “Tradisi meliter dalam Islam, (Jakarta: Logung Pustaka, TT )h.69 
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c. Menunjukkan pesan-pesan agama kepada semua orang dalam 

pengertian sebagai ajakan atai pertimbangan.  

Dari latar belakang ini maka muncul kewajiban menjalankan perang 

dalam konteks membela kenegaraan. Ayat ini dalam perspektif fiqh menjadi 

kata kunci kewajiban untuk melaksanakan peperangan apabila memenuhi 

syarat-syarat diatas.16 

 

D. Sebab-Sebab Perang 

Perang pada dasarnya adalah perbuatan yang tercelah, karena akibat dari 

perang akan menimbulkan kesengsaraan, baik secara ekonomi, sosial maupun 

budaya. Secara materiil, bagi yang mengalami kekalahan berarti kehilangan 

seluruh harta bendanya, karena menjadi harta rampasan perang.  

Begitu juga dengan implikasi sosial dimana pasca peperangan 

meninggalkan berbagai konflik antar masyarakat yang berkepanjangan. 

Terkadang malah menimbulkan dendam yang sewaktu-waktu akan membara 

dan terjadi serangan balik. 

Namun bukan berarti perang tabu untuk dilaksanakan. Perang perlu 

ditegakkan manakala ada sebab-sebab yang krusial baik secara politis maupun 

secara ideologis. Bisa jadi dengan menegakkan perang, kemuliaan dan 

perdamaian dapat terwujudkan sebagai upaya menuju sukses.  

                                                       

16 Ibid.h.70 
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Agama Islam tidak menyukai pertumpahan darah, tetapi menegakkan 

ajaran Islam harus dipertaruhkan dengan apa saja, termasuk menumpahkan 

darah manusia. Tidaklah berlebihan kalau ajaran Islam memberikan alternatif 

peperangan sebagai salah satu benteng pertahanan apabila dianiaya atau dihina 

oleh orang atau kelompok lain. 

Secara umum beberapa hal yang secara formal membolehkan perang 

dalam pandangan ahli fiqh antara lain: 

1. Perbedaan pemikiran 

2. Perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama. 

3. Persoalan politik kenegaraan. 

4. Menghalang-halangi keinginan manusia. 

5. Mengalahkan yang lain, dan 

6. Ekspansi ke negara lain.17 

Namun secara umum para pemikir Islam menyatakan sebab-sebab perang 

itu ada beberapa hal, antara lain: 

1. Mempertahankan agama 

2. Menjalankan agama 

3. Kebebasan beragama yang terempas 18 

                                                       

17 Wahbah Zuhaili, Ats\r al-Harb fi al-Fiqh al-Islam Dirasah Muqaromah. (Damaskus. Dar Al-
Fikr, Tt), h. 47 

18 Afdzalurrahman, Muhammad as a Military leader, terj. Muhammad Sebagai Pemimpin 
Militer. (Jakarta. YAPI, 1990). h. 24  
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Tiga sebab ini yang dijadikan sebab-sebab ut\ama diizinkan perang 

didalam kalangan ummat Islam . Mereka bersepakat bahwa Nabi Muhammad 

dan kaumnya melaksanakan perang karena ajaran agama. Namun perlu diingat 

bahwa, ayat-ayat Al-Qur’an turun bukan ditempat dan ruang hampa. Ayat 

perang turun karena banyaknya pertengkaran dan peperangan yang terjadi sejak 

Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah.  

Menurut Ibnu Taimiyyah, kewajiban berjihad yang berarti peperangan 

dalam perspektif agama sejajar dengan kewajiban sholat. Meski tidak 

menjelaskan tentang militer dalam negara Islam , Ibnu Taimiyyah melihat 

adanya pentahapan dalam syari’at tentang perang. 

1. Allah mengijinkan kaum muslimin untuk melakukan perang. Hal ini untuk 

mempertahankan kaum muslimin dari serangan non-muslim yang 

menentang ajaran-ajaran Islam . Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hajj 

ayat 39 yang berbunyi: 

   لَقَدِيرٌ نَصْرِهِمْ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ أُذِنَ

 
Artinya: “Telah di izinkan (berperang) bagi orang yang diperangi, 

karena sesungguhnya mereka telah dianiayah. Dan 
sesungguhnya Allah, benar-benar maha kuasa menolong 
mereka itu”19  

 

                                                       

19 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.337 
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Dalam catatan sejarah, Islam diajarkan dengan jalan rahmah dan 

kasih sayang. Tidak ada indekasi bahwa Islam diajarkan dengan pedang dan 

darah, sebagaimana dibesar-besarkan oleh Islamis yang dengan sengaja 

memutar balikkan fakta. 

2.  Mewajibkan untuk melakuakan perang dengan kaum kafir. Hal ini 

dilakukan untuk mempertahankan kaum muslimin dari serangan berbagai 

kelompok masyarakat non-muslim. Bagi Ibnu Taimiyyah perang melawan 

kelompok kafir merupakan perbuatan dharurat yang tidak disenangi oleh 

Islam sendiri. Namun karena demi mempertahankan diri ummat Islam  

diharuskan memerangi lawannya. Dan di dalam Surat al-Ba<qarah ayat 216 

Allah Berfirman: 

 وَعَسَى لَّكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئاً تَكْرَهُواْ أَن وَعَسَى لَّكُمْ كُرْهٌ وَهُوَ القِتَالُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ

  تَعْلَمُونَ لاَ وَأَنتُمْ يَعْلَمُ وَاللّهُ لَّكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئاً تُحِبُّواْ أَن

 
Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu 

adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci 
sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menyuakai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, 
Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”20 

 

3. Dan bagi orang yang enggan melakukan jihad dianggap sebagai seorang 

munafik atau orang yang sakit hati. Dalam konteks ini jihad dalam artian 

                                                       

20 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.34 
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perang dengan non-muslim sebagai sebaik-baik perbuatan ummat pada 

waktu itu. Allah berfirman dalam surat at-Taubah surat 24 berbunyi: 

 هَااقْتَرَفْتُمُو وَأَمْوَالٌ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ آبَاؤُكُمْ كَانَ إِن قُل

 وَجِهَادٍ وَرَسُولِهِ اللّهِ مِّنَ إِلَيْكُم أَحَبَّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ

 الفَاسِقِينَ القَوْمَ يَهْدِي لاَ وَاللّهُ بِأَمْرِهِ اللّهُ يَأْتِيَ حَتَّى فَتَرَبَّصُواْ سَبِيلِهِ فِي

 
Artinya: “Katakanlah: “jika bapak-bapak, anaka-anak, saudara-

saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan 
yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan 
kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu 
sukai, adalah lebih kamu cintai dari pada allah dan rasulnya 
dan (dari) bejihad di jalannya, maka tunggulah sampai allah 
mendatangkan keputusannya”. Dan allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-oarang fasik.”21 

 

Dari paparan diatsa bahwa Ibnu Taimiyyah memandang perang 

yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tergabung dalam berbagai 

angkatan perangnya bernuansa jihad yakni mempertahankan agama. 

Namun bukan berarti pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam hal militer tidak 

berkaitan dengan Siyasah Syariyah. Ini di dasarkan pada beberapa hal. 

a. Kitab ini secara khusus dikelompokkan menjadi kitab fiqh siyasah 

(ilmu hukum tata negara), dimana secara umum berkaitan dengan 

tatacara penyelenggaraan negara yang sesuai dengan norma-norma 

ajaran suci al-Qur’an dan As-Sunnah. 
                                                       

21 Ibid, h.190 
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b. Pentahapan turunnya ayat jihad yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah 

dilator belakangi oleh komunitas masyarakat Islam yang mengalami 

perkembangan baik secara kualitas maupun kuantitas.. 

Pada umumnya para ahli fiqh sepakat bahwa ayat-ayat al-Qur’an 

yang mewajibkan perang karena menegakkan agama Islam . Dalam fiqh 

sunnah disebutkan bahwa wajib perang itu fard}u kifayah, yakni kewajiban 

secara kelompok. Jadi apabila ada beberapa orang yang melakukan perang 

berarti yang lain tidak wajib lagi. 22 

Diantara ayat yang dijadikan rujukan adalah dalam surat al-Ba<qarah 

ayat 193 yang berbunyi: 

 عَلَى إِلاَّ نَعُدْوَا فَلاَ انتَهَواْ فَإِنِ لِلّهِ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لاَ حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ

 الظَّالِمِين

 
Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi 

dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk 
Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka 
tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-
orang yang zalim”23  

 

Dalam ayat diatas disebutkan, bahwa sesungguhnya perang itu 

dibenci oleh allah SWT dan manusia, karena akibat dari perang itu adalah 

pembinasaan nyawa ummat manusia, persoalannya nyawa adalah persoalan 

                                                       

22 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 29 
23 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.30 
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krusial dalam kehidupan di dunia ini. Dan tidak dapat di pungkiri bahwa 

akibat dari perang itu, semua hanya mendapat kesengsaraan, maka dari itu 

perang hanya bisa dilakukan atau dilaksanakan pada waktu terpaksa saja.24 

                                                       

24. Afdzalurrahman, Muhammad as a Military leader, terj. Muhammad Sebagai Pemimpin 
Militer. (Jakarta. YAPI, 1990). h. 24 
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BAB III 

PERKEMBANGAN DAN PERAN TENTARA NASIONAL 

INDONESIA (TNI) 

 

A. Sejarah Tentara Nasional Indonesia 

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa 

yang telah dialami oleh Aljazair, Indonesia tidak berhasil membangun partai 

pelopor seperti di Israel dan Vietnam. Atau boleh di katakan di Indonesia tidak 

ada partai pelopor. Sebagai upaya untuk menyatukan sikap perjuangan. Karena 

tidak ada partai yang mempelopori. Maka dari itu dibentuklah Partai 

Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia 

(PPPKI), Gabungan Politik Indonesia (GAPI), dan kongres rakyat Indonesia 

atau Majelis Rakyat Indonesia.  

Dari ketiga partai tersebut, ternyata tidak ada yang berhasil untuk 

menyatukan sikap perjuangan dari rakyat Indonesia. Selain itu juga suatu 

tentara nasional sebagai alat pertahanan negara juga tidak segera dibentuk. 

Karena takut kepada kekuatan-kekuatan asing, yaitu pasukan Inggris dan 

Jepang yang masih ada di Indonesia. 

 Maka dari itu sejak berdirinya negara Indonesia pada awal berdirinya 

sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Sehingga sikap politik yang 

ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin nasional pada waktu itu telah 
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menyebabkan para pemuda tidak puas. Dan ketidakpuasan itu ditunjukkan 

oleh para pemuda dengan dibentuknya badan-badan perjuangan seperti 

Angkatan Pemuda Indonesia (API), Hizbullah, Barisan Pemberontakan Rakyat 

Indonesia (BPRI) dan lain-lain yang merupakan organisasi para militer. 

Kemudian pemerintah membentuk organisasi yaitu Badan Keamanan Rakyat 

(BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan 

diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. 

Bahwa Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini bukanlah tentara sebagai 

suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Tetapi BKR ini hanya disiapkan 

untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa 

Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu 

 Dan garis kordinasi kepengurusan BKR ini, baik di pusat maupun di 

daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah. Maka dari itu 

kepengurusan BKR ini sama sekali tidak berada di bawah perintah presiden 

sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Dan juga tidak berada di bawah 

koordinasi menteri pertahanan. Karena BKR ini hanya disiapkan oleh 

pemerintah untuk memelihara keamanan setempat, supaya tidak menimbulkan 

kecurigaan kepada sekutu bahwa negara Indonesia telah menyiapkan diri 

untuk memulai peperangan dalam menghadapi tentara-tentara sekutu, yaitu 

Inggris dan Jepang. 
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Akhirnya, Badan Keamanan Rakyat (BKR) melalui dekrit presiden 

tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran 

TNI), dirubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai 

tentara reguler  

Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berganti 

nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, 

dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Karena saat itu di Indonesia 

terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik 

Indonesia (TRI), maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno 

mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia 

dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 

1947.1 

Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme antara tentara yang 

dibentuk oleh pemerintah dan badan-badan atau kelompok-kelompok 

perjuangan tersebut. Dengan demikian TNI merupakan satu-satunya wadah 

bagi perjuangan bersenjata pada waktu itu.  

Sedangkan anggota–anggotanya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

pada waktu itu dapat di golongkan ke dalam tiga kategori, yaitu:  

                                                      

1 Muhadjir Effendi, Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI, Malang, UMM Pres, 
2008,h.191 
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1. Mereka yang pernah menerima pendidikan atau latihan militer dari tentara 

Belanda.  

2. Mereka yang pernah menerima pendidikan atau latihan militer dari tentara 

Jepang. 

3. Mereka yang tidak pernah menerima pendidikan atau latihan militer 

profesional2 

 

B. Tahap-Tahap Sejarah Perkembangan Politik TNI 

1. TNI di Era Revolusi Kemerdekaan 

Pemimpin revolusi di daerah-daerah praktis diselenggarakan oleh 

komite nasional, komite daerah dengan didampingi oleh BKR-BKR. 

Dengan demikian, KNI BKR ini, defacto menjadi alat revolusi yang 

menyelenggarakan perebutan kekuasaan militer dan sipil dari tangan 

Jepang, baik dengan jalan kekerasan maupun diplomasi perundingan 

setempat.  

KNI dan BKR di daerah-daerah ini, lain dari pada di pusat, menjadi 

organisasi yang tertinggi yang terjadi pada waktu itu dan ketika TKR 

diresmikan, maka struktur pertama-tama ketua BKR menurut 

tingkatannya masing-masing menjadi komandan TKR. Ketua TKR 

kabupaten menjadi batalyon, dan seterusnya pada umumnya komandan-

                                                      

2 Ibid. h, 194  
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komandan itu tetap duduk dalam pimpinan KNI setempat menurut 

tingkatannya masing-masing. 

Pada masa proklamasi kemerdekaan, merupakan masa menentukan 

dalam pembentukan jati diri TNI, namun sekaligus juga sebagai masa yang 

cukup sulit dan penuh perjuangan. Karena pada masa itu, TNI tidak lantas 

menikmati eksistensi organisasinya dengan suka cita, melainkan masuk 

dalam kancah memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Penjajah Jepang, 

dan Belanda, yang pada masa itu sangat berhasrat besar mengusai kembali 

tanah nusantara.  

Tentu saja hal ini tidak dibiarkan oleh rakyat Indonesia dan TNI, 

yang secara bersama-sama melakukan perlawanan dengan kontak senjata. 

Pertempuran di seluruh wilayah, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera. 

Merupakan bentuk-bentuk revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. 

Kontak senjata yang tidak seimbang, rakyat dan TNI melawan tentara 

sekutu dan Belanda merupakan peristiwa-peristiwa heroik yang hingga 

kini dicatat dalam sejarah perjalanan TNI dimasa-masa awal kemerdekaan, 

perjuangan mempertahankan Indonesia di masa-masa awal inilah yang 

menjadi tonggak sejarah terpenting eksistensi serta jati diri TNI hingga 

sekarang. Karena dari sanalah lahir cikal bakal dan doktrin-doktrin TNI 

yang terpenting. Cikal bakal dan perjalanan organisasi ketentaraan 

Indonesia di awal kemerdekaan. 
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Awal pengakuan keberadaan komponen ketentaraan di Indonesia, 

diawali dua hari setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya 

pada tanggal 19 Agustus 1945. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 

(PPKI). Menyetujui pembentukan kabinet yang terdiri dari 12 kementrian 

serta penunjukan para menterinya. Salah satu kementrian diantaranya 

adalah kementrian keamanan rakyat.  

Kemudian dalam sidangnya pada tanggal 23 Agustus 1945, PPKI 

memutuskan untuk membentuk tiga pilar perjuangan salah satunya adalah 

Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong 

Keluarga Korban Perang (BPKKP). Tugasnya adalah memelihara 

keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing.3 

 

2. TNI di Era Demokrasi Liberal  

Usai perang kemerdekaan menjadi babak baru bagi pemerintahan di 

Indonesia. Kedaulatan yang diakui Belanda sejak Desember 1949, semakin 

memperkuat posisi pemerintahan darurat yang selama ini telah terbentuk. 

Lamanya penjajahan di Indonesia, ditambah banyaknya ujian untuk 

mencapai kedaulatan sepenuhnya atas nusantara.  

Membuat satu euphoria politik bagi sebagian pemimpin Indonesia, 

termasuk pemimpin pemerintahan. Ditambah latar belakang pendidikan 

                                                      

3.Mahadjir Effendi, “Profesionalisme Meliter: Profesionalisasi TNI, h.198 
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barat yang memiliki para pemimpin Indonesia, menambah kuatnya 

euphoria.  

Euphoria politik dalam pemerintahan, yaitu dengan di adopsinya 

model pemerintahan di daerah-daerah barat. Saat itu sedang populer 

ideologi demokrasi liberal, dengan representasi sistem pemerintahan 

parlementer. Modal parlementer menjadi mekanisme baku saat itu, untuk 

mengatur hubungan eksekutif dan legislatif (Parlemen).  

Adapun posisi TNI, mengalami upaya reposisi dalam kancah politik 

pada saat itu. Padahal sebelumnya posisi politik TNI sebagai kekuatan 

penentu, yang memperjuangkan kemerdekaan, cukup diperhitungkan 

sampai akhir masa revolusi kemerdekaan. Meskipun dalam prakteknya, 

TNI pada saat itu tidak memaknai peran atau fungsinya di luar 

kemiliteran. Secara politis, TNI lebih memaknainya sebagai 

kemanunggalan TNI-rakyat. 

TNI baru menyadari pentingnya kekuatan politik, setelah adanya 

upaya pemerintah dan parlemen saat itu, untuk menempatkan TNI 

sebagaimana militer di negara-negara barat. TNI diarahkan menjadi militer 

professional. Militer yang hanya menjalankan fungsinya pertahanan dan 

keamanan, tidak punya posisi politik. Atau secara sederhana dalam 

dikotomi sipil-militer. 
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TNI sebagai pemegang tampuk pemerintahan. Sejak awal masa 

pengakuan kedaulatan oleh Belanda, penyatuan komponen-komponen 

pejuang dan militer, merupakan langkah strategis pertama. APRIS adalah 

manifestasi penyatuan komponen tersebut. 

 Namun dalam prakteknya terdapat sejumlah masalah yang cukup 

mengganjal yang muncul kepermukaan terutama masalah psikologi, 

primordial, dan politis.  

 

3. TNI Setelah Kejatuhan Era Parlementer 

Pertikaian tiada henti antar politisi dan partai-partai politik di 

panggung pemerintahan Indonesia pada era parlementer, membuat 

presiden Soekarno mengubah strateginya dengan menggandeng TNI 

sebagai kekuatan politik. Kemenangan politik Soekarno, melalui 

pembubaran banyak partai politik dan mengendalikan ketat partai politik, 

dan memegang kendali pemerintahan secara terpimpin, memberikan angin 

segar bagi TNI.  

Apalagi setelah mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, 

Soekarno dianggap berhasil menguasai dunia politik Indonesia kembali, 

setelah sebelumnya berjalan dengan tidak stabil. Bersamaan dengan 

akomodasinya presiden Soekarno pada TNI, dengan menempatkannya 

sebagai salah satu kekuatan politik golongan yang berkarya dalam militer 

namun tetap memiliki posisi politik, Partai Komunis Indonesia (PKI) 
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muncul dari bayang-bayang Soekano sebagai salah satu partai politik yang 

memiliki kemajuan pesat saat itu. Sehingga bisa berpengaruh dalam 

pemerintahan.  

Terutama setelah mendapat wadah dari Soekarno lewat pembentukan 

wadah Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) setelah dekrit 

presiden 1959. Perbedaan yang cukup mendasar antara komunis milik PKI 

dan pancasila yang dipegang TNI, membuat TNI merasa perlu memperkuat 

posisi politiknya di tingkat grassroot.  

Konsep inilah yang kurang disadari oleh Soekarno sepertinya 

Soekarno pada saat itu memegang dua kekuatan yang ingin menjadi jalan 

bagi dirinya tetap berkuasa, namun kekuatan itu berpotensi besar menjadi 

penghancur baik karir politiknya, Karena perbedaan yang tidak bisa 

disatukan. Apalagi TNI pintar menutup gerakan membangun dukungan 

politik ditingkat massa, terutama bersama kekuatan-kekuatan yang anti 

komunis.  

 

4. TNI di Era Orde Baru 

Kegagalan kudeta gerakan tiga puluh September (G 30 S), selain 

merupakan klimaks gerakan politik PKI, juga secara tidak langsung 

berdampak pada karir politik Soekarno. Selama ini PKI yang begitu dekat 

dengan Soekarno, apalagi setelah gerakan “Nasakomisasi” politik 
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Indonesia, yang secara kasat mata dilawan oleh manuver politik TNI. 

Ternyata berdampak pada kepercayaan publik terhadap Soekarno. 

Pasca G.30 S, people power muncul kepermukaan, dengan mahasiswa 

sebagai motor. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang dikumandangkan 

mahasiswa, merupakan cerminan kepedihan rakyat yang selama hampir 10 

tahun hidup dalam keterpurukan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan 

kuatnya rezim ini pun, TNI tidak berdiam diri, tidak membela Soekarno, 

tetapi tidak juga membela aksi massa berjalan anarkis.  

TNI berusaha mencari celah bagaimana agar bisa mengamankan 

kekuasaan hingga tidak vakum, hingga akhirnya perjuangan mahasiswa 

mencapai hasil, dengan jatuhnya rezim “secara tidak sengaja”, melalui 

penyerahan mandat kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret 

(Supersemar) pasca supersemar, konstelasi politik berubah kembali. 

Perubahan ini tentunya menguntungkan posisi TNI. Inilah yang kemudian 

menjadi awal dari orde baru.  

Belajar dari pengalaman atas berbagai peristiwa politik masa orde 

lama, Soeharto memahami betul bagaimana menempatkan posisi politik. 

TNI yang pada masa itu sangat mendukung lahirnya kekuatan dari 

golongan fungsional (Golongan Karya), sebagai penyeimbang atas 

dominasi politik PKI, maka pada masa orde baru benar-benar menjadi 

kekuatan politik yang diandalkan oleh Soeharto sebagai presiden. 
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Soeharto menggabungkan triple political power sebagai pendukung 

politiknya, yaitu TNI, kekuatan golongan karya (unsur ormas dan partai 

politik), dan jajaran birokrasi sendiri yang langsung dibawah 

kepemimpinannya. Tiga kekuatan ini yang kemudian lebih dikenal dengan 

akronim ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG)4 

Jadi pada dasarnya TNI di era orde baru ini, lebih mengutamakan 

tentara profesi, sebenarnya sejarah militer menunjukkan kebenarannya 

analisis sosiologi dan politik bahwa pada satu tentara profesi mau tak mau 

melekat pula satu “Kepentingan golongan” yang mau tidak mau 

memerlukan penyaluran politiknya dengan implikasi-implikasinya.5  

 

5. Benang Merah TNI 

Selama perang kemerdekaan kita terdapat hubungan yang tidak serasi 

antara pimpinan pemerintah sipil dengan pucuk pimpinan angkatan perang. 

Dengan memakai konsep Huntington, dapat kita katakana bahwa kaum 

sipil subyektif terhadap angkatan perang. Terutama dibawah perdana 

menteri Amir Syarifuddin, proses civilization yang sudah diusahakan 

dengan membentuk staf politik tentara (pepolit), biro perjuangan, TNI 

masyarakat, dan lain-lain. Telah di didik pula sejumlah “Opsir-Opsir 

                                                      

4 Ibid.h.195-213 
5 A.H. Nasutian, “Bisikan Nurani Seorang Jendral” . Bandung, Mizqan Pustaka, 1997. h 155  
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Politik” yang ditempatkan pada berbagai satuan. Kiranya jelas bahwa 

modelnya adalah komisaris politik pada tentara merah.6 

Gerak langkah perdana menteri Syarifuddin dalam upaya 

pengendalian militer ini mendapat tantangan keras tidak hanya dari partai-

partai lawannya, melainkan juga dari kalangan tentara sendiri. Partai-

partai lain. Tentunya juga ingin mempunyai pengaruh dalam tentara. 

Jadi bagi partai-partai lain melakukan upaya pertentangan terhadap 

kebijakan perdana menteri Amir Syarifuddin karena juga ingin mendapat 

pengaruh di dalam tentara. Akan tetapi bagi tokoh-tokoh seperti jendral 

Soedirman secara prinsipil menentang politisi tentara.  

Dengan gagasan mereka telah mendapat benih-benih bagi apa yang 

kelak dikenal dengan sebutan “DWI FUNGSI ABRI”, yakni militer dan 

fungsi sosial politik. Mereka tidak mengatakan bahwa tentara tidak boleh 

berpolitik, melainkan bahwa politik tentara adalah politik negara. 

Pada awal tahun 1948 pada masa pemerintahan kabinet Hatta, 

dilaksanakan apa yang dikenal dengan Reorganisasi Rasionalisasi (RERA). 

Angkatan perang. Rera ini sesungguhnya diusulkan oleh partai sosialis 

yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, tetapi setelah pergantian kabinet, 

diteruskan oleh perdana menteri Hatta. 

                                                      

6 A.H. Nasutian, “Sekitar Perang Dan Kemerdekaan Indonesia” . Bandung, Mizqan Pustaka, 
1997. h 135 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 44

Namun dapat disimpulkan bahwa motivasi masing-masing perdana 

menteri itu berbeda. Amir Syaruifuddin menginginkan satu angkatan 

perang yang dikuasai partai, sedangkan Hatta menghendaki angkatan 

perang professional yang non-politik dan setia kepada negara melalui 

pemerintah yang sah. 

Dengan demikian sudah pada masa awal angkatan perang kita, 

nampak adanya tiga pendapat mengenai sifat dan kedudukan yang 

seyogyanya dimiliki, yaitu : 

a. Konsep subjective civilian control atau Civilianizing the military 

adalah angkatan perang itu yang menguasai adalah partai- partai. 

Dan yang menganut konsep ini adalah Amir Syarifuddin dan kaum 

sosialis pada umumnya ketika memerintah 

b.  Konsep objective civilian control atau militarizing the military 

adalah angkatan perang itu    professional yang non-politik dan setia 

kepada negara melalui pemerintah yang sah. 

c. Dan yang ketiga adalah konsepsi yang kemudian dikenal dengan dwi 

fungsi ABRI. 
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C. Tugas Tentara Nasional Indonesia 

Pasal 6 
1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: 

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan 
ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; 

b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan 

c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu 
akibat kekacauan keamanan. 

2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. 

 
Pasal 7 
1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan: 
a. Operasi militer untuk perang. 
b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk : 

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata 
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata 
3. Mengatasi aksi terorisme 
4. Mengamankan wilayah perbatasan 
5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis 
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan 

kebijakan politik luar negeri 
7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta 

keluarganya 
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan 
semesta 

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah 
10. Membantu kepolisian negara republik Indonesia dalam 

rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
diatur dalam undang-undang 
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11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan 
perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di 
Indonesia 

12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, 
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan 

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan 
(search and rescue) 

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan 
penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan 
penyelundupan 

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.  

 

D. Macam-Macam Tentara Nasional Indonesia 

Pasal 8 
Angkatan Darat bertugas: 
a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; 
b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah 

perbatasan darat dengan negara lain; 
c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan 

kekuatan matra darat; serta 
d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. 

 
Pasal 9 
Angkatan Laut bertugas: 
a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; 
b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut 

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan 
hukum internasional yang telah diratifikasi; 

c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka 
mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh 
pemerintah; 

d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan 
kekuatan matra laut; serta 

e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut; 
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Pasal 10 
Angkatan Udara bertugas: 
a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; 
b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara 

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan 
hukum internasional yang telah diratifikasi 

c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan 
kekuatan matra udara; serta 

d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.7 
 

E. Kebijakan TNI Dalam Menjaga Kedaulatan Negara 

Mulai dari masa revolusi kemerdekaan sampai sekarang Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) tidak pernah absen dari keterlibatan dan peran 

aktifnya dalam mengembangkan dalam mengembangkan Republik.  

Dalam perkembangannya terus mengalami metamorposis seiring dengan 

perkembangan republik dari mulai berbentuk laskar-laskar perjuangan, Badan 

Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), tentara rakyat 

Indonesia (TRI), sampai pada akhirnya menjadi TNI, ABRI dan kembali lagi 

pada TNI. Perkembangan ini bahwa dalam tubuh TNI terjadi dinamika yang 

menyangkut peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan 

bangsa Indonesia, ini bagian dari proses pembentukan jati diri TNI. 

Dinamika TNI tidak lepas dari internal bangsa (nasional) maupun 

internasional. Berbagai perubahan yang terjadi baik itu dalam lingkup nasional 

maupun internasional baik langsung maupun tidak langsung menjadi input 

                                                      

7 Departemen Pertahanan, “Undang-Undang Tentara Nasional Indonesi\a \\\\ \\\\\\ \\\\\(TNI) No. 34 Tahun 
2004” (Bandung, Fokusmedia 2004) h. 
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bagi penataan dan pengembangan TNI. dalam lingkup nasional yang 

mempengaruhi TNI adalah perjuangan revolusi, konflik dalam demokrasi 

liberal, penyimpangan demokrasi terpimpin, sentralisme orde baru, dan 

gelombang demokratisasi era reformasi. sementara secara internasional 

dinamika TNI dipengaruhi oleh perang dingin (BIPOLAR), dan pasca perang 

dingin (MULTI POLAR) yang telah melahirkan era internasional baru yaitu 

perkembangannya demokratisasi dan globalisasi. 

Oleh karena itu maka TNI melakukan beberapa penyesuaian dan 

perubahan yang terkait dengan peran fungsinya terutama yang menyangkut 

peran dan fungsi TNI dalam bidang sosial dan politik. Dimana peran-peran 

dalam sosial politik yang ketika jaman orde baru “dihalalkan”, maka ketika 

reformasi berbagai peran itu dipertanyakan dan bahkan dihujat karena 

dianggap tidak relevan dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan 

oleh tentara oleh karena itu tekanan kuat muncul untuk melakukan reposisi 

peran dan fungsi dan menguranginya, bahkan membersihkan tentara yang aktif 

baik dalam sosial maupun politik. 

Jati diri TNI merupakan pergulatan dan pergesekan antara kutub yang 

menghendaki agar TNI menjadi tentara profesional dan menjalankan tugas 

sebijak-bijaknya (mengakui supremasi sipil dan meninggalkan peran di bidang 

sosial politik). Kebijakan yang dilaksanakan TNI merupakan hasil politik 

negara, upaya menterjemahkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kehidupan 
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politik Indonesia selalu harus berhadapan dengan kendala militerisme yang 

terkait erat dengan otoritrianisme.  

Kondisi ini juga sangat kental terasa di negara kita yang telah mengalami 

reformasi. Tuntutan perubahan selalu terganjal dengan sikap tidak mau 

mengikuti kalau bukan dikatakan tidak patuh terhadap kemauan masyarakat 

sipil yang sudah merasa ditekan oleh kepemimpinan yang bercorak 

militeristik. Salah satu hal yang dituntut adalah upaya TNI untuk segera 

meningkatkan profesionalitasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab 

dalam pertahanan dan keamanan negara. 

Walaupun demikian sebenarnya TNI telah melakukan perubahan, namun 

profesionalitas yang dikembangkan oleh institusi TNI bukan diarahkan pada 

profesionalitas yaitu : tingkat keterampilan dan pengetahuan militer yang 

tinggi, korporasi yang ditandai dengan keterikatan kelompok, solidaritas korop 

yang kuat, serta tanggungjawab yang mendalam terhadap profesi, (military 

mind), pada dasarnya TNI telah melakukan perubahan (paradigm shift) dari 

paradigma lama yang sering berorientasi pada pendekatan keamanan, menuju 

paradigma baru yang dilandasi cara berpikir analitik dan prospektif 

berdasarkan pendekatan komprehensif. Perubahan paradigma yang dilakukan 

belumlah menyangkut dihilangkannya peran sosial politik yang banyak 

dianggap sebagai penyebab utama dari distorsi peran TNI atau ABRI, 
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melainkan baru pada tahap menyesuaikan peran sosial politik Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dalam implemintasinya, yaitu:  

a. TNI akan berupaya mengubah posisi tidak selalu di depan. 

b. Merubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi. 

c. Mengubah cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung. 

d. Kesediaan melakukan kebersamaan dalam pengambilan keputusan 

penting kenegaraan dan pemerintah.8 

                                                      

8 Mahadjir Effendi, Profesionalisme Meliter: Profesionalisasi TNI, UMM Pers, h. 224 
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BAB IV 

PANDANGAN FIQIH SIYASAH (AMIR JIHAD) TERHADAP 

TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 

 

Pandangan Politik Islam Terhadap Tentara Nasional Indonesia 

Kajian tentang tentara dalam politik Islam (Fiqh Siyasah) merupakan 

kajian keislaman yang agak langkah dibanding kajian dengan bidang kajian 

yang lain. Para penulis maupun peneliti politik Islam baik dimasa-masa awal 

sampai perkembangan yang paling mutakhir pun lebih banyak melihat tentara 

sebagai sub-wacana dari jihad.1 tidak berkelebihan jika politik kaum tentara 

dalam Islam tidak lagi dipandang sebagai tatanan kehidupan politik dalam 

lintasan sejarah Islam. secara sepintas hubungan antara Islam.2 dan tentara 

seakan-akan sangat dipaksakan.  

Karena Islam sebuah institusi keagamaan yang sarat dengan persoalan-

persoalan sakral, sementara tentara adalah sebuah institusi professional yang 

terstruktur dalam setiap negara khususnya di Indonesia. Namun demikian 

antara tentara dan Islam dapat ditemukan titik temu atau benang merah 

persamaannya antara lain: 

                                                      

1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 3, (Beirut Dar Al-Fikr, 1983),h.29-30 
2 Wahbah Zuhaili, Atsar Al-Harb Fi Alfiqh Al-Islam Dirasah Muqaranah (Damaskus, Dar al-

Fikr,tt),h.42 
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Pertama, keterpautan dalam politik kenegaraan, dalam wacana Islam 

persoalan krusial yang pertama kali muncul adalah prilaku sejarah Islam 

adalah persoalan politik.3 Yakni tentang siapa yang akan menjadi pemimpin 

setelah Nabi meninggal. Beliau tidak saja sebagai Nabi tetapi juga menjadi 

kepala pemerintahan negara Madinah. Sementara keberadaan tentara tidak 

bisa lepas dari janin politik dimana tentara itu berada. Dalam artian sebuah 

negara akan menjadi negara yang kuat dan akan diperhitungkan oleh negara 

lain harus ditunjang oleh kekuatan tentara yang tangguh, kuat serta mengakui 

kesetiaan kepada pemerintah, negara dan bangsa. 

Kedua, secara konseptual, keduanya sangat menghargai wawasan 

kebangsaan. Tentara sebagai suprasturuktur negara tentu memiliki wawasan 

kebangsaan yang capable, dimana sebagai garis demarkasi negara seluruh 

baktinya dihadapkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kata 

makar pada bangsa dan negara serta pimpinan. Dalam konsepsinya, sebagai 

sebuah agama yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, Islam 

memberikan nilai-nilai etis dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 

Sehingga kehidupan bernegara tidak saja berdimensi duniawi tetapi juga 

bernuansa religius. 

Ketiga, dalam konteks sejarah Islam klasik, Islam dan militer merupakan 

pemerintahan yang dominan, dalam percaturan politik di tingkat elit. Diawali 

                                                      

3 Taufiq Ali Wahbah, Al-Jiha>d Fi Al-Islam (Riyadz: Dar Al-Liwa, 1981), h.39 
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dengan hijrah Nabi ke Madinah, peran kelompok militer sangat dominan 

dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara realitas bahwa peperangan 

yang terjadi selama 10 tahun sejak Nabi hijrah adalah data sejarah yang 

akurat.  

Secara organisatoris kelompok militer telah menjadi kelompok yang 

terstruktur dari tingkat pusat hingga propinsi atau daerah, meskipun 

eksistensinya tidak sampai pada pemisahan sipil militer. Pada masa Nabi dan 

Khulafaurrosyidin benih-benih militer sudah mulai bersemai dengan berbagai 

pengangkatan komandan perang yang dilakukan oleh Nabi.4 

Dari ketiga konsepsi dasar tersebut peneliti melihat bahwa sesungguhnya 

ada benang merah antara Islam dan militer untuk saling melengkapi, 

disamping itu tentunya juga dihadapkan pada jurang perbedaan. Apabila 

perspektif yang digunakan adalah political vested interest, akan muncul 

berbagai analisis yang membuka bahan perdebatan. 

Selama ini, kalau ada pembahasan tentang tentara dilihat sebagai 

dokumentasi sejarah yang tercatat secara pasif. Maksudnya adalah fakta dan 

data yang tercantum dalam berbagai tulisan sejarah tidak terhitung jumlahnya. 

 Namun secara ilmiah data tersebut belum terstruktur secara rapi sesuai 

dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku, sehingga belum bisa menjadi 

sebuah bangunan ilmu yang bisa menjadi pelajaran diwaktu-waktu mendatang. 

                                                      

4 Imam Yahya, Tradiasi meliter dalam Islam, (Jogjakarta, Lagung Pustaka,Tt),h.21 
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Perang atau tentara merupakan pembahasan sentral dalam sejarah Islam 

klasik. Doktrin “Jihad” atau perang suci (boly ware) berkembang beriringan 

bersama dengan kejayaan Islam. Berbagai tradisi kaum muslimin klasik hingga 

kini mencerminkan pengaruh sejarah Islam klasik. Amirul mukminin 

(komandan orang-orang beriman) misalnya, merupakan sebutan bagi para 

pengganti Nabi atau khulafaur rasyidin.  

Begitu juga dengan konsep Dar al-Islam (Negara Islam) dan Dar al-Harb 

(Negara perang) yang membedakan antara Negara-negara yang menegakkan 

hukum-hukum syariat Islam dan Negara yang sekuler, tidak ada korelasi antara 

agama dan Negara.5  

Pada abad selanjutnya, tentara Islam terus melakukan infasi keberbagai 

belahan dunia dari daerah Arabia hingga Spanyol, Asia Tengah dan daratan 

India. Hingga pada abad pertengahan dimana banyak kerajaan Islam mulai 

berguguran, islam sebagai agama tetap berkembang ke seluruh penjuru dunia 

hingga Eropa, Afrika, dan Asia, baik dari perdagangan maupun perlawanan 

tentara 

Para penulis sejarah menerjemahkan tentara dalam wacana Islam 

mempunyai bermacam-macam istilah, diantara yang dipakai adalah kata al-

                                                      

5 Ibid,h.23 
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askariyyah,6 al-Jays, al-jund, al-Harb al-gazwn. Al-qita>l al-jiha>d.7 Para penulis 

menggunakan kata-kata tentara yang paling tepat dengan tujuan penulisan. 

Secara umum penggunaan kata-kata tersebut dikategorikan menjadi dua. 

Pertama. Untuk menunjukkan aktifitas parang atau aktifitas yang dilakukan 

oleh kelompok tentara dalam konteks Islam, seperti al-jihad, al-Jund dan al-

Qita>l. Tiga kata ini memberikan inspirasi perjuangan dalam konteks 

mempertahankan Islam dari berbagai musuh-musuh diluar Islam.  

Yang kedua adalah tetap menunjukkan pada eksistensi tentara dalam 

struktur ketatanegaraan. Istilah ini yang dipakai antara lain; al-Harb, al-

askariyah, dan al-jays. Perkataan istilah ini sesuai dengan visinya, yaitu visi 

kebangsaan dan kenegaraan. 

Dari beberapa kata tersebut yang sering digunakan adalah al-Jihad, al-

Ghazw dan al-Harb. Secara bahasa tiga kata tersebut mempunyai makna yang 

sama, yakni memerangi musuh, tetapi dari pemaknaan kata itulah kemudian 

membedakan secara diameteral tentang arti musuh, pertama musuh dalam 

konteks keagamaan dan dalam konteks kenegaraan. 

a. Konteks keagamaan adalah musuh dalam arti musuh kaum muslimin 

yakni non-muslim atau kaum kafir, sehingga memerangi mereka berarti 

                                                      

6 Muhammad Jamaluddin Mahfud, Al-Askariyah Al-Islamiyah Wa Nahdatunah Al-
Hadariyah, (Mesir, Tt),h.36 

7 Imam Yahya, Tradiasi meliter dalam Islam, h.22   
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menegakkan agama Islam (Jihad). Firman Allah dalam al-Qur’an surat 

al-Taubat ayat 38, yang berbunyi 

 إِلَى اثَّاقَلتُمْ اللّهِ سَبِيلِ فِي انفِرُواْ لَكُمُ قِيلَ إِذَا لَكُمْ مَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا ايَ

 إِلاَّ الآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا الحَيَاةِ مَتَاعُ فَمَا الآخِرَةِ مِنَ الدُّنْيَا بِالحَيَاةِ أَرَضِيتُم الأَرْضِ

  قَلِيلٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila 
dikatakan kepada kamu: berangkatlah (untuk berperang) 
pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal 
ditempatmu”  

 

b. Konteks kenegaraan adalah musuh dalam arti yang kedua adalah musuh 

politik dalam arti musuh Negara Islam Madinah. Siapa saja Islam 

maupun non-muslim yang berusaha melawan kepemimpinan Negara 

berarti harus diperangi. 

Pengertian diatas jelas konteksnya adalah konteks keagamaan, 

sedangkan yang kedua adalah masuk pada perspektif politik, musuh disini 

adalah musuh dari komunitas politik Islam atau Negara Islam yakni tentara 

dari Negara musuh. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Taubat ayat 39, 

yang berbunyi:  

  قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللّهُ اًشَيْئ تَضُرُّوهُ وَلاَ غَيْرَكُمْ قَوْماً وَيَسْتَبْدِل أَلِيماً عَذَاباً يُعَذِّبْكُمْ تَنفِرُواْ إِلاَّ

 
Artinya: “Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah 

menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) 
dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi 
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kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu”  

 

Ayat diatas konteksnya adalah peperangan secara umum, sehingga al-

harb lebih politis dari pada keagamaan. Sebab ayat tersebut adalah surat 

madaniyah, artinya ayat ini diturunkan setelah Nabi berada di komunitas 

negara Islam Madinah. 

Sebagai sebuah negara Islam yang mempunyai masyarakat politik, tentu 

Madinah mempunyai seperangkat sistem kenegaraan seperti lembaga 

pemerintahan dan kekuatan tentara. Bahkan sebagai wujud dari kesuksesan 

suatu Negara adalah melakukan agresi ke negara-negara tetangganya. 

Tidak berlebihan apabila tentara di Negara-Negara Islam pada waktu itu 

menggunakan simbol-simbol Islam untuk membangkitkan semangat 

nasionalisme. Apalagi di masa-masa awal Islam disaat girah (kepatuhan dan 

semangat) keagamaan masih sangat kental dengan segala tindak tanduk 

masyarakat muslim. Islam tidak saja dipandang sebuah agama dengan segala 

ajarannya dan aturannya tetapi Islam juga dilihat sebagai sebuah Islamdom 

yang politik (dunia Islam) dan bertolak dari gagasan Da>r al-Islam.8  

Dengan demikian konsep al-Harb dalam pengertian perang (qatl) yang 

berkembang pada awal Islam dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat 

sebuah negara Islam dalam rangka mempertahankan kekuasaan negara Islam. 

                                                      

8 .Ibid.h.27 
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Sementara Al-Jihad dalam pengertian sama yang difahami belakangan adalah 

bernuansa keagamaan yakni dalam rangka menegakkan sendi-sendi agama 

Islam. 

Esensi jihad dalam Islam adalah pertahanan, yang mana tidak satu pun di 

antara mereka yang menganggap jihad atau peperangan dalam Islam 

mempunyai motivasi penyerangan karena nafsu untuk mendapatkan kekayaan, 

harta atau sumber-sumber kekayaan lain atau kehidupan orang lain. Ini jelas 

tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam Islam, peperangan yang didasarkan 

atas motif-motif tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan, tirani dan 

penindasan. Jihad adalah untuk pertahanan, dan sebenarnya merupakan 

pertahanan terhadap penindasan, dan sah hukumnya. Bila suatu peperangan 

terjadi bukan karena agresi dan bukan pula karena membela diri atau nilai 

kemanusiaan, tetapi untuk perluasan nilai-nilai kemanusiaan, maka hal ini 

sah.9 

Dalam pandangan fuqaha’ tentang tentara atau militer, persoalan yang 

sering di reduksi oleh fiqh adalah ketika fiqh menentukan hukum perang atau 

militer secara hitam putih. Perang adalah terlarang atau tidak diizinkan secara 

syar’i. 

Padahal kalau kita lihat secara jeli persoalan perang tidak hanya bisa 

dilihat dari perspektif fiqh tetapi juga bisa dilihat dari berbagai paradigma. 

                                                      

9 Murtadha Muthahhari, Falsafh Pergerakan Islam,(Bandung: Mizan,1933),h.86 
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Paradigma fiqh merupakan salah satu yang bias dilakukan begitu juga dengan 

ilmu-ilmu lain. 

Perang harus dilihat secara kontekstual, perang adalah persoalan 

kebangsaan dalam paradigma Nation State. dalam perspektif politik perang 

adalah politik dalam bentuk lain. Perang memang kelanjutan dari strategi 

politik. Perang merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi tidak berhasil.10  

Secara ilmiah data tersebut belum terstruktur secara rapi sesuai dengan 

kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku, sehingga belum bisa menjadi sebuah 

bangunan ilmu yang bisa menjadi pelajaran diwaktu-waktu mendatang. 

Selama ini, tentara dan perang hanya dilihat sebagai dokumentasi sejarah yang 

tercatat secara pasif. Dengan maksud fakta dan data yang tercantum dalam 

berbagai tulisan sejarah tidak terhitung jumlahnya.  

Dan kalau diperhatikan secara teliti persoalan perang tidak hanya bisa 

dilihat dari perspektif fiqh tetapi juga bisa dilihat dari berbagai paradigma. 

Paradigma fiqh merupakan salah satu yang bias dilakukan begitu juga dengan 

ilmu-ilmu lain. 

Perang juga harus dilihat secara kontekstual seperti yang kami uraikan di 

atas, dengan asumsi perang adalah persoalan kebangsaan dalam paradigma 

negara bagian. Dan dalam perspektif politik perang adalah politik dalam 

                                                      

10 Michael Woward, Clusewitz Guru Strategi Perang Modern. (Jakarta: Grafiti, 1991). h. 34  
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bentuk lain. Perang memang kelanjutan dari strategi politik. Perang 

merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi tidak berhasil.  

Keberadaan tentara tidak bisa lepas dari janin politik dimana tentara itu 

berada. Dalam artian sebuah negara akan menjadi negara yang kuat dan akan 

diperhitungkan oleh negara lain harus ditunjang oleh kekuatan tentara yang 

tangguh, kuat serta mengakui kesetiaan kepada pemerintah, negara dan 

bangsa. 

Pandangan fiqh, tentang keterpautan dalam politik kenegaraan, dalam 

wacana Islam persoalan krusial yang pertama kali muncul adalah prilaku 

sejarah Islam adalah persoalan politik. Kemudian keduanya sangat menghargai 

wawasan kebangsaan.  

Tentara sebagai suprasturuktur negara tentu memiliki wawasan 

kebangsaan yang capable, dimana sebagai garis demarkasi negara seluruh 

baktinya dihadapkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kata 

makar pada bangsa dan negara serta pimpinan. Dalam konsepsinya, sebagai 

sebuah agama yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, Islam 

memberikan nilai-nilai etis dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 

Sehingga kehidupan bernegara tidak saja berdimensi duniawi tetapi juga 

bernuansa religius. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

sampailah kepada suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara dalam pasal 6 dan 

pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, yaitu,  Penangkal terhadap 

setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan 

dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan 

bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap 

kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. 

2. Kebijakan TNI dalam menjaga kedaulatan negara, adalah menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta 

melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara, dilakukan dengan cara: Operasi militer 

untuk perang, dan operasi militer selain perang, kebijakan TNI ini 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

3. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap TNI sebagai alat pertahanan negara, 

yaitu; TNI merupakan pertahanan keamanan demi tegaknya kedaulatan 

negara, maka dalam Islam mempertahankan negara hukumnya wajib. 
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B. Saran 

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan 

dapat dijadikan pertimbangan oleh para TNI sebagai alat pertahankan negara yaitu; 

1. Diharapkan kepada kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selalu 

menjaga kedaulatan negara dan melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai 

dengan kebijakan hasil politik negara yang berlandaskan pada Pancasila, dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Diharapkan kepada kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam 

mengambil kebijakan itu tidak untuk kepentingan pribadi atau komunitas 

tertentu saja, akan tetapi di dalam pengambilan kebijakan tersebut, itu semua 

demi kepentingan rakyat Indonesia serta berdasarkan terhadap kepentingan 

negara.  
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